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[bookmark: _Hlk209423224]Abstract

[bookmark: _Hlk160701389][bookmark: _Hlk209423604][bookmark: _Hlk170811518]Indigenous Papuans (OAPs) have an important role in cultural and economic diversity in the Unitary State of Indonesia, especially in Southwest Papua Province which is a newly formed province. The empowerment of local Papuan MSMEs is a form of maintaining cultural sustainability and providing economic opportunities to the indigenous Papuan people. The local government of Sorong city has a great responsibility in supporting the development of MSMEs of indigenous Papuans so that they are able to compete in the local market. The urgency in this study is to identify policy recommendations to increase the empowerment of local Papuan MSMEs, reduce economic disparities, and increase the economic independence of indigenous Papuans. The purposeof this study is to analyze (1) The role of local governments in the empowerment of local Papuan Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the city of Sorong, (2) The supporting and inhibiting factors in the empowerment of local Papuan MSMEs in the city of Sorong, (3) The proposed policy recommendations to improve the empowerment of local Papuan MSMEs in the city of Sorong that are effective and sustainable. The research method used in this study is qualitative, data collection techniques are carried out through observation, interviews, documentation, and focus group discussions. The results of the study show that the Sorong City Regional Government, in this case the Cooperatives and MSMEs Office, has a strategic role in the development of local MSMEs in Sorong City, which is carried out through two functions, namely as a facilitator and as a catalyst. 
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Abstrak

[bookmark: _Hlk209423693]Orang asli Papua (OAP) mempunyai peranan penting terhadap keberagaman budaya dan ekonomi di Negara Kesatuan Indonesia terkhusus di Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan Provinsi yang baru terbentuk. Pemberdayaan UMKM lokal Papua merupakan bentuk untuk menjaga keberlanjutan budaya serta memberikan peluang ekonomi kepada masyarakat asli Papua. Pemerintah daerah kota Sorong memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung perkembangan UMKM masyarakat asli Papua sehingga mampu bersaing di Pasar lokal. Urgensi dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM lokal Papua, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat asli Papua. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis (1) Peran pemerintah daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal Papua di kota Sorong, (2) Faktor pendukung dan penghambat dalam Pemberdayaan UMKM lokal Papua di kota Sorong, (3) Rekomendasi kebijakan yang diusulkan untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM lokal Papua di kota Sorong yang efektif dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan focus group discussion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Sorong dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM memiliki peran strategis dalam pengembangan UMKM lokal Kota Sorong, yang dijalankan melalui dua fungsi, yaitu sebagai fasilitator dan sebagai katalisator. 

[bookmark: _Hlk209423773]Kata Kunci: Pemerintah; Kebijakan; Pemberdayaan; UMKM; Lokal Papua.



Pendahuluan
[bookmark: _Hlk209423845]Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan salah satunya terhadap usaha kecil. Peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat seperti UMKM diantaranya, sebagai fasilitator, dan katalisator (Muhammadiah & Hasanuddin, 2017). Selain itu, pemerintah memiliki peran penting dalam membantu pelaku UMKM (Ramadhanti et al., 2022). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberdayaan UMKM diantaranya pemberian bantuan modal, bantuan pendampingan, pelatihan pemasaran (Vianney, 2024). Selanjutnya, salah satu tugas pokok pemerintah daerah adalah pemberdayaan masyarakat (Ariani et al., 2024; Muhammad Nurjaya, Syamsul Baktiar ASS, Bohari, 2023). 
Pengembangan ekonomi lokal merupakan proses menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan adanya kerja secara kolektif dengan mitra dari sektor publik dan swasta (Monica Dwipi Salam, 2022). Selanjutnya, kerja kolektif itu merupakan para pelaku pembangunan serta adanya peningkatan kemakmuran ekonomi dan kualitas hidup masyarakat (Febrian & Kristianti, 2020; Zia, 2020). Selain itu, kebijakan pengembangan ekonomi dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam setempat untuk membentuk daya saing daerah merupakan ciri utama pengembangan ekonomi lokal (Dewi Wuryandani, 2013). 
[bookmark: _Hlk209423962]Pemberdayaan merupakan kondisi dimana tercipta masyarakat yang mandiri, terbebas dari kemiskinan, keterbelakangan serta adanya kemampuan masyarakat dalam segala aspek (Merina et al., 2023; Siti Nurhalita, 2022). Selanjutnya, pemerintah memiliki setidaknya tiga fungsi, yaitu fungsi pengaturan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pelayanan (Ondang et al., 2019). Gerakan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan gerakan untuk meningkatkan kualitas UMKM, pemberdayaan memiliki posisi penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (Helmi et al., 2025; Wilda Karunia Eka, 2019). Pemberdayaan UMKM bertujuan untuk mewujudkan masyarakat dengan struktur ekonomi yang berkeadilan (Definta Alfiana, 2018). Selain itu, pemberdayaan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang berkelanjutan serta merupakan upaya pemberian kesempatan dan fasilitas kepada kelompok miskin (Wahid, 2023; Yani et al., 2024). Pemberdayaan berfungsi untuk menanamkan rasa percaya diri pada penerima manfaat (Alhammadi & Saleh, 2024). 
Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil (Ihdina Hanif, Wahju Gunawan, 2022; Permana, 2017). Usaha mikro merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan (Aulia, 2022; Ibrahim, 2022). Selanjutnya, pemberdayaan dan kewirausahaan merupakan suatu yang tidak bisa dipisahkan (Sugiyanto et al., 2024).
Orang Papua merupakan istilah yang melekat pada semua suku asli Papua (Lopulalan, 2018). Orang asli Papua (OAP) menurut undang-undang otonomi khusus Papua merupakan orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari berbagai suku-suku asli di Pulau Papua dan/atau yang diterima serta diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat hukum adat Papua (Iriawan & Edyanto, 2023; Salehuddin & Edyanto, 2023). Sebutan orang asli Papua melekat dengan istilah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang menggambarkan jati diri orang asli Papua itu sendiri termasuk dalan kontestasi pengelolaan sumber daya alam yang ada di tanah Papua (Lewerissa & Edyanto, 2024; Pratama et al., 2022). 
[bookmark: _Hlk209423898][bookmark: _Hlk170804915]Penelitian ini penting untuk dilakukan karena UMKM merupakan tumpuan sebagian besar orang asli Papua dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, namun diantara kondisi yang dialami oleh masyarakat asli Papua, yaitu; adanya persaingan yang cukup tajam dengan masyarakat pendatang, masyarakat pendatang lebih berpeluang dan cenderung menguasai sebagian aset pasar baik secara fasilitas maupun pengetahuan tentang manajemen usaha (Muhammad Arifin Abd Kadir, Muhammad Ali, 2022). Selain itu, minimnya pemerataan sosial di Papua karena jangkauan kendali pemerintah terhadap masyarakat Papua sangat minim (Nashrullah & Lohalo, 2022). Otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah Indonesia belum mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Papua (Hidayatulloh et al., 2022). Selanjutnya, penelitian Salehuddin et al, menemukan faktor penghambat dalam pengembangan ekonomi UMKM masyarakat Papua adalah kurangnya pengetahuan tentang berwirausaha (Salehuddin et al., 2021). Selanjutnya, penelitian Khairani & Syarvina menemukan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima melalui pemberian tempat berjualan seperti lapak, kios, los dan toilet (Khairani & Syarvina, 2023). Penelitian Romadhoni et al, menemukan bahwa UMKM dapat menerapkan strategi pemasaran dengan melakukan inovasi produk (Romadhoni et al., 2022). Penelitian Leiwakabessy & Lahallo menemukan bahwa rendahnya produktivitas UMKM disebabkan karena rendahnya kualitas SDM (Leiwakabessy & Lahallo, 2019). 
[bookmark: _Hlk160826553]Urgensi dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM lokal Papua, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat asli Papua. Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimana Pemberdayaan UMKM Lokal Papua di Kota Sorong, (2) Faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam Pemberdayaan UMKM Lokal Papua di Kota Sorong, (3) Bagaimana rekomendasi kebijakan yang tepat dalam Pemberdayaan UMKM Lokal Papua di Kota Sorong. Pendekatan dan strategi pemecahan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimulai dengan identifikasi masalah dan studi literature yang hasil temuan akan digunakan untuk membuat rencana penelitian, merumuskan dan mendesain usulan penelitian tentang apa masalah yang akan diteliti, dan bagaimana solusi penyelesaian masalah, sampai pada penyajian dan pelaporan penelitian. Penelitian ini memiliki kajian keilmuan terdahulu, yaitu: 	
1. Penelitian Salehuddin et al, menemukan faktor penghambat dalam pengembangan ekonomi UMKM masyarakat Papua adalah kurangnya pengetahuan tentang berwirausaha (Salehuddin et al., 2021). Kelemahan penelitian ini tidak mengemukakan faktor pendukung dalam pemberdayaan UMKM Masyarakat Papua serta tidak mengemukakan kebijakan dalam pemberdayaan UMKM.
2. Penelitian Khairani & Syarvina menemukan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima melalui pemberian tempat berjualan seperti lapak, kios, los dan toilet (Khairani & Syarvina, 2023). Kelemahan dalam penelitian ini hanya melihat peran pemerintah terhadap pedagang kaki lima. 
3. Penelitian Romadhoni et al, menemukan bahwa UMKM dapat menerapkan strategi pemasaran dengan melakukan inovasi produk (Romadhoni et al., 2022). Kelemahan penelitian hanya melihat strategi pengembangan UMKM dari sisi ekonomi dan bisnis.
4. Penelitian Leiwakabessy & Lahallo menemukan bahwa rendahnya produktivitas UMKM disebabkan karena rendahnya kualitas SDM. Kelemahan penelitian ini hanya melihat UMKM dari segi produktivitas (Leiwakabessy & Lahallo, 2019). 
5. Penelitian Kurniawan & Fauziah menemukan terdapat faktor pendukung dalam pemberdayaan UMKM yaitu; sumber daya manusia, bahan baku, modal usaha ringan. Faktor penghambat yaitu; infrastruktur yang kurang, kurangnya bantuan pemerintah, tidak adanya sentra pemasaran hasil produksi (Kurniawan & Fauziah, 2014).  Kelemahan penelitian ini hanya mengemukakan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberdayaan tanpa melihat kebijakan dalam pemberdayaan UMKM.  
Berdasarkan penelitian di atas, kebaruan dalam penelitian ini adalah mencakup konteks kebijakan untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM lokal Papua, mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat lokal Papua dengan masyarakat pendatang, dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat asli Papua yang lebih baik, efektif dan berkelanjutan.  
Metode Penelitian
[bookmark: _Hlk209424166]Tempat dan Waktu Penelitian
	Penelitian ini dilaksanakan di Kota Sorong. Adapun waktu penelitian pada bulan Juli- September 2025. 
Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Peneliti di sini berusaha mengemukakan fakta-fakta Peran Pemerintah daerah Pemberdayaan UMKM lokal di kota Sorong. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menuntut peneliti untuk grounded research yaitu menemukan teori baru berdasarkan data yang ditemukan dilapangan (Sugiyono, 2013).
Subyek Penelitian
 Subyek Penelitian ini adalah pihak Dinas Koperasi dan UMKM kota Sorong dan masyarakat asli Papua yang merupakan pelaku UMKM di kota Sorong. Adapun subyek dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik, purposive sampling. Dalam penelitian kualitatif sampel dinamakan sebagai informan (Sugiyono, 2011). 
Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain;
1. Observasi ini akan digunakan untuk mengamati secara langsung tentang Peran Pemerintah Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Masyarakat lokal Papua di kota Sorong.
2. Wawancara dilakukan dengan tatap muka secara langsung untuk menggali informasi yang lengkap dan detail dari informan.
3. Focus Group Discussion 
Focus Group Discussion merupakan diskusi kelompok yang digunakan untuk memperoleh data tentang Peran Pemerintah Pemberdayaan UMKM lokal Papua di kota Sorong. 
4. Dokumentasi, penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data yang berupa dokumen tertulis, gambar maupun data elektronik. 
Teknik Analisis Data 
	Analisis data dalam Penelitian ini adalah menggunakan model analisis data model interaktif (Nursapiah, 2020; Yusuf, 2014). Ada tiga tahap dalam teknik analisa data model interaktif, yaitu: 
1. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh di lapangan ditulis dengan sangat lengkap dan banyak, data tersebut kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok. 
2. Penyajian data.
3. Penarikan kesimpulan. 


Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. [bookmark: _Hlk209424391]Peran pemerintah daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal Papua di Kota Sorong. 
Penelitian ini berfokus untuk memahami bagaimana peran pemerintah daerah dalam upaya pemberdayaan UMKM lokal Papua di Kota Sorong. Melalui pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan kunci (dinas koperasi dan UMKM Kota Sorong dan masyarakat asli Papua pelaku UMKM di Kota Sorong), observasi langsung di lapangan, dokumentasi, serta diskusi kelompok terarah (FGD). Adapun data yang dihimpun kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan sejauh mana peran pemerintah dalam mendorong pengembangan UMKM. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, dapat diketahui bahwa pemerintah daerah Kota Sorong memiliki peran strategis dalam pemberdayaan UMKM lokal Papua yang diwujudkan melalui beberapa aspek. 
a. Peran Fasilitator
[bookmark: _Hlk207133806]Dalam kapasitasnya sebagai fasilitator, pemerintah daerah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan UMKM. Diantara wujud peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menyediakan sarana pelatihan kewirausahaan, akses informasi, serta pendampingan teknis dan manajerial. Peran pemerintah sebagai fasilitator merupakan peran pemerintah untuk menyambungkan kepentingan dari pemerintah ke masyarakat dalam mengoptimlkan kegiatan pembangunan daerah. Selain itu, pemerintah harus mampu memberi fasilitas dan menjadi agen yang menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan ibu Marta Rosita Sesa, mengemukakan bahwa;
[bookmark: _Hlk207132895]‘’….. Kebanyakan mama-mama Papua itu berjualan pinang dan sayuran. Kami dari pihak dinas koperasi dan UMKM berusaha terus memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pelaku UMKM, terutama UMKM lokal Papua.Di samping kami juga memfasilitasi mereka berupa tempat berjualan yang layak bagi mama-mama Papua’’. (Hasil wawancara 5 Agustus 2025).

Selanjutnya, hasil wawancara dengan informan ibu Maria M. Tawoy yang merupakan mama Papua, mengemukakan bahwa;
‘’……Selama ini bantuan yang diberikan oleh pemerintah masih terbatas. Terus terang kami sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah terutama bantuan modal usaha. Sebaiknya juga pemerintah perlu memperkuat pelatihan yang berkelanjutan bukan hanya sekali-kali. Pemasaran juga penting diberikan fasilitas oleh pemerintah agar hasil kerajinan kami bisa menjangkau pasaran yang lebih luas’’. (Hasil wawancara 2 Agustus 2025). 
 Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota Sorong sudah menjalankan peran sebagai fasilitator melalui beberapa program, meskipun pelaksanaannya masih perlu agar lebih merata dan berkelanjutan.  
b. Peran Katalisator
Peran pemerintah sebagai katalisator yaitu mempercepat tumbuhnya ekosistem UMKM dengan mendorong kolaborasi multipihak antara pelaku usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat.  Peran katalisator ini diwujudkan melalui upaya pemerintah dalam menghubungkan UMKM dengan pasar yang lebih luas, memfaslitasi kerjasama dengan pihak swasta, serta menghadirkan jejaring kemitraan yang berkelanjutan.
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan ibu Marta Rosita Sesa, mengemukakan bahwa;
‘’….. Kami berusaha menjadi penghubung antara pelaku UMKM dengan pihak swasta. Contohnya kami pernah memfasilitasi kerjasama antara UMKM kerajinan noken dengan pengelola Mal di Sorong agar produk kerajinan noken bisa masuk pasaran UMKM. Dengan begitu, produk UMKM tidak hanya dijual di pinggir jalan, tetapi juga masuk ke jaringan distribusi modern’’. (Hasil wawancara 1 Agustus 2025).

Selanjutnya, hasil wawancara dengan informan Maria M. Tawoy yang merupakan mama Papua, mengemukakan bahwa;
‘’……Pemerintah pernah mengajak kami untuk ikut dalam pameran produk kerajian tangan kami. Dari kegiatan kami bisa bertemu pembeli baru dan ada jaringan yang terbentuk dengan pelaku dari luar Sorong. Menurut kami, hal seperti ini sangat membantu karena tanpa bantuan pemerintah sulit sekali bisa masuk ke jaringan yang lebih besar’’. (Hasil wawancara 2 Agustus 2025).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Sorong dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sorong sudah menjalankan peran sebagai katalisator melalui beberapa program, diantaranya memfasilitasi kerjasama antara UMKM kerajinan noken dengan pengelola Mal di Sorong agar produk kerajinan noken bisa masuk pasaran UMKM.  
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pemberdayaan UMKM
Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan UMKM lokal Papua di Kota Sorong. Analisis dilakukan dengan memadukan informasi hasil observasi, wawancara dan FGD. Dari hasil pengolahan data, maka diperoleh informasi mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pemberdayaan UMKM di Kota Sorong, yaitu:
A. Faktor Pendukung
1. Potensi sumber daya alam
Kota Sorong dan wilayah sekitarnya memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama hasil laut dan hasil hutan yang menjadi basis utama pengembangan lokal Papua. Letak geografis Kota Sorong yang strategis dan menjadi pintu masuk ke wilayah Papua menjadikannya sebagai pusat distribusi hasil perikanan, baik untuk konsumsi lokal maupun untuk dipasarkan ke luar daerah. Potensi ini tercermin dari melimpahnya hasil tangkapan ikan seperti ikan tuna, ikan cakalang dan ikan kerapu yang setiap hari dipasok oleh nelayan ke pasar lokal maupun industri pengolahan ikan. Selain potensi perikanan, potensi lain yang mendukung pemberdayaan UMKM adalah hasil hutan seperti sagu, buah merah, dan berbagai tanaman rempah yang menjadi bahan baku penting UMKM kuliner maupun kesehatan. Bahan-bahan lokal tersebut bukan hanya memiliki nilai gizi yang tinggi, tetapi juga menyimpan nilai kearifan lokal yang dapat diangkat sebagai daya tarik produk khas Papua. Dengan demikian, sumber daya alam yang melimpah ini memberikan peluang besar bagi UMKM lokal untuk mengembangkan produk-produk unggulan yang memiliki keunikan dan daya saing di pasar regional maupun nasioanl.
[bookmark: _Hlk209377618]Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan informan Ibu Yuliana Ayenu pelaku UMKM, mengemukakan bahwa; 
‘’.……Bahan baku di Sorong itu sangat melimpah terutama hasil perikanan. Hampir setiap hari ada pasokan dari nelayan. Hal ini sangat membantu usaha kami dalam memproduksi ikan asap dan abon ikan’’ 2025. (Hasil wawancara 31 Agustus).  
Hasil wawancara dengan informan Ibu Yuliana Ayenu yang merupakan pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sorong, mengemukakan bahwa; 
‘’……Sudah diketahui bahwa kekayaan sumber daya alam Papua, khususnya hasil laut dan hasil hutan menjadi modal utama untuk pengembangan UMKM. Kami selaku pemerintah hanya perlu mengarahkan agar potensi yang dimiliki oleh daerah ini bisa diolah menjadi produk bernilai tambah’’. (Hasil wawancara Agustus 2025).  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kota Sorong. Potensi tersebut sangat mendukung dalam pengembangan UMKM lokal di Kota Sorong. 
2. Dukungan regulasi
Salah satu faktor penting yang mendukung pemberdayaan UMKM lokal Papua di Kota Sorong adalah adanya dukungan regulasi, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Regulasi tersebut tidak hanya berupa peraturan umum mengenai UMKM, tetapi juga regulasi khusus yang lahir dari konteks Papua melalui undang-undang otonomi khusus (otsus) Papua. Dalam pasal-pasal otsus Papua, ditegaskan bahwa pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan khusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, termasuk melalui pengembangan ekonomi rakyat dan pemberdayaan usaha lokal masyarakat asli Papua. Dengan adanya otsus, pemerintah daerah Kota Sorong memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengalokasikan dana khusus untuk mendukung UMKM, memberikan afirmasi kepada pengusaha asli Papua, serta memprioritaskan mereka dalam berbagai program pelatihan dan bantuan modal.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sorong, ibu Marta Rosita Sesa mengemukakan bahwa;
‘’……Saya kira pemerintah sangat memperhatikan UMKM lokal Papua, perlu diketahui daerah Papua adalah daerah yang diberikan otonomi khusus dan diberikan afirmasi untuk memperhatikan bagaimana kesejahteraan rakyat asli Papua. Jadi sudah ada peraturan daerah (Perda) dan kebijakan yang mendukung pemberdayaan UMKM, seperti perlindungan usaha lokal dan bantuan terhadap UMKM lokal Papua’’. (Hasil wawancara Agustus 2025). 

Selanjutnya, hasil wawancara dengan informan Yuliana Yenu pelaku UMKM lokal, mengemukakan bahwa;
‘’……Kami merasa terbantu dengan adanya otsus, kalau tidak ada program otsus mungkin kami susah dapat bantuan modal. Tapi dengan program khusus dari pemerintah daerah, usaha kami bisa jalan dan berkembang sampai sekarang’’.  (Hasil wawancara 31 Agustus 2025). 

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa pemerintah daerah Kota Sorong dalam hal ini pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sorong telah menyediakan regulasi terkait pengembangan UMKM lokal Papua di Kota Sorong. Dengan demikian, adanya regulasi khususnya melalui Undang-Undang otonomi khusus Papua berfungsi sebagai instrumen afirmatif yang memperkuat kelembagaan dan daya saing UMKM lokal serta memungkinkan terciptanya keadilan ekonomi yang lebih baik bagi UMKM orang asli Papua yang berdaya saing dan mandiri. 
B. Faktor Penghambat
1. Keterbatasan akses permodalan
Salah satu kendala utama yang dihadapi UMKM lokal Papua di Kota Sorong adalah terbatasnya akses permodalan. Sebagian besar pelaku UMKM masih mengandalkan modal pribadi bahkan pinjaman keluarga dalam menjalankan usahanya. Akses terhadap lembaga keuangan formal seperti perbankan seringkali terbatas karena pelaku UMKM tidak memiliki jaminan, administrasi usaha yang lengkap, ataupun track record keuangan yang memadai. Kondisi ini membuat mereka sulit memperluas atau meningkatkan kapasitas produksi. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sorong, ibu Marta Rosita Sesa mengemukakan bahwa: 
‘’……Memang permodalan masih menjadi kendala besar. Pemerintah sebenarnya sudah bekerjasama dengan dalam penyaluran KUR, namun masih banyak pelaku UMKM lokal kesulitan memenuhi persyatan administrasi. Kami terus berusaha mencari cara untuk memberikan skema pembiayaan yang lebih mudah’’. (Hasil wawancara 5 Agustus 2025). 

Selanjutnya, hasil wawancara dengan informan dari pihak pelaku UMKM lokal Kota Sorong, Yuliana Yenu mengemukakan bahwa; 
‘’……Kami susah sekali pinjam uang di Bank karena selalu diminta jaminan. Padahal usaha kami berjalan, tapi karena tidak ada sertifikat tanah atau surat-surat jaminan, kami tidak bisa dapat pinjaman’’. (Hasil wawancara 31 Agustus 2025). 

[bookmark: _Hlk207185876]Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diperoleh informasi bahwa akses permodalan merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengembangan UMKM lokal Papua di Kota Sorong. 
2. Rendahnya SDM
	Rendahnya kapasitas sumber daya manusia, terutama dari aspek manajerial, kewirausahaan, dan literasi keuangan juga menjadi penghambat serius. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki kemampuan untuk mengelola usaha secara profesional seperti, pencatatan keuangan, strategi pemasaran, maupun pemanfaatan teknologi digital. Kondisi ini membuat UMKM sulit bersaing ditengah pasar yang semakin terbuka. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ibu Marta Rosita Sesa dari pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sorong, mengemukakan bahwa: 
‘’……Jadi begini ya, sebagian besar UMKM lokal di Kota Sorong ini masih bersifat usaha keluarga, pemasaran hingga digitalisasi usaha masih sangat rendah dan hal ini, menjadi tantangan utama kami sebagai pemerintah daerah’’. (Hasil wawancara 31 Agustus 2025). 

Selanjutnya, hasil wawancara dengan informan dari pihak pelaku UMKM lokal Kota Sorong, Yuliana Yenu mengemukakan bahwa; 
‘’……Kami bisa bikin produk, tapi kalau urusan pemasaran dan menghitung modal sama keuntungan. Kadang usaha bercampur dengan kebutuhan rumah tangga. Jadi sulit saya ketahui apakah usaha untung atau rugi’’. (Hasil wawancara 31 Agustus 2025). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diperoleh informasi bahwa rendahnya sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengembangan UMKM lokal Papua di Kota Sorong. 
3. Kurangnya pelatihan dan pendampingan
Meskipun pemerintah daerah telah berupaya menyelenggarakan berbaga pelatihan, akan tetapi frekuensi dan cakupannya masih terbatas. Banyak pelaku UMKM yang belum pernah mendapatkan pelatihan kewirausahaan, pengolahan produk, maupun akses ke pasar digital. Kurangnya pendampingan berkelanjutan juga menyebabkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh tidak selalu diimplementasikan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ibu Marta Rosita Sesa dari pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sorong, mengemukakan bahwa;
[bookmark: _Hlk207194941]‘’……Kami pernah mengadakan pelatihan, tetapi belum merata dan belum menjangkau semua pelaku UMKM. Terus terang, kami keterbatasan anggaran dan SDM pendamping membuat kegiatan masih terbatas, padahal sebetulnya pelatihan itu harus berkelanjutan’’. (Hasil wawancara 5 Agustus 2025). 

Selanjutnya, hasil wawancara dengan informan dari pihak pelaku UMKM lokal Kota Sorong, ibu Yuliaana Yenu mengemukakan bahwa; 
‘’……Sebetulnya kami sangat butuh pelatihan untuk membantu mengembangkan usaha kami, memang kami pernah ikut pelatihan sekali dan setelah itu tidak ada lagi kelanjutannya, kami sangat berharap pemerintah untuk memberikan pelatihan bagi kami pelaku UMKM’ lokal Papua’. (Hasil wawancara Agustus 2025). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diperoleh informasi bahwa kurangnya merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengembangan UMKM lokal Papua di Kota Sorong.
3. Rekomendasi Kebijakan untuk meningkatkan Pemberdayaan UMKM lokal Papua di Kota Sorong.
Rumusan rekomendasi kebijakan diperoleh dari hasil analisis temuan lapangan yang dipadukan dengan masukan para pemangku kepentingan melalui FGD. Proses diskusi dilakukan secara partisipatif melibatkan pemerintah daerah dan pelaku UMKM. Dengan pendekatan ini, rekomendasi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif sesuai dengan kebutuhan riil UMKM lokal Papua di Kota Sorong. Hasil wawancara menunjukkan adanya kesamaan pandangan dari berbagai pihak. Dari sisi pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sorong, diakui bahwa peran pemerintah daerah sudah berjalan, namun belum maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan informan ibu Marta Rosita Sesa dari pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sorong dari pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sorong, mengemukakan bahwa; 
‘’……Kami sebenarnya sudah memiliki beberapa program pemberdayaan UMKM, seperti pelatihan kewirausahaan, fasilitas KUR. Tetapi memang masih banyak yang belum maksimal karena ketebatasan anggaran dan SDM pendamping. Kami berharap pengembangan UMKM Lokal tetap berkelanjutan’’.  (Hasil wawancara 31 Agustus 2025). 

Selanjutnya hasil wawancara dengan pelaku UMKM ibu Yuliana Yenua mengemukakan bahwa; 
‘’…...Memang ada pelatihan tapi tidak rutin dan hanya sekali-kali saja. Harusnya setelah pelatihan ada pendampingan yang berkelanjutan. Kami juga kesulitan dalam hal permodalan jadi kami berharap ada bantuan modal dari pemerintah, sebaiknya ada pendampingan berkelanjutan dari pemerintah, kalau bisa dari pemerintah buatkan kami koperasi khusus orang Papua karena ada koperasi itu’’. (Hasil wawancara 31 Agustus 2025).
 
Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sorong telah melakukan sejumlah program untuk pemberdayaan UMKM lokal seperti pelatihan kewirausahaan dan fasilitasi akses Kredit Usaha. Namun demikian upaya yang dilakukan menghadapi berbagai tantangan terutama dalam hal anggaran serta keterbatasan sumber daya manusia pendamping yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan program yang ada belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, pemerintah berharap agar pengembangan UMKM lokal dapat berjalan lebih berkelanjutan. Di samping itu, berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM diperoleh informasi bahwa mereka berharap pemerintah dapat menghadirkan skema bantuan modal melalui pembentukan koperasi khusus untuk masyarakat asli Papua agar mereka memperoleh akses permodalan yang lebih murah sekaligus memperkuat solidaritas ekenomi masyarakat asli Papua.  Dengan demikian dari hasil penelitian ini diperoleh informasi bahwa adanya pendampingan yang berkelanjutan dan akses permodalan yang lebih mudah bagi UMKM lokal Papua merupakan rekomendasi kebijakan dalam memperkuat pengembangan UMKM lokal Papua di Kota Sorong.  
Kesimpulan
[bookmark: _Hlk209425112]	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka terdapat beberapa kesimpulan; 
a. Pemerintah Daerah Kota Sorong dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM memiliki peran strategis dalam pengembangan UMKM lokal Kota Sorong, yang dijalankan melalui dua fungsi, yaitu sebagai fasilitator dan sebagai katalisator. 
b. Faktor pendukung pengembangan UMKM lokal Kota Sorong, yaitu potensi sumber daya alam yang melimpah dan adanya kebijakan afirmatif berupa implementasi undang-undang otonomi khusus Papua. Adapun faktor penghambat yaitu, keterbatasan akses permodalan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan kurangnya pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. 
c. Adanya pendampingan yang berkelanjutan dan akses permodalan yang lebih mudah bagi UMKM lokal Papua merupakan rekomendasi kebijakan dalam memperkuat pengembangan UMKM lokal Papua di Kota Sorong.
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